Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . DWI SITI NOORBAYAH
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK . 489427
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 10.010.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000
1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

135.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 160.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 10.415.000.000
. HUTANG Rp. 50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 10.365.000.000
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DILI SATRIA HANDOKO
2. Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
3. NHK . 463183
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI, Rp. 1.320.000.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -—--

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.412.000.000

. HUTANG Rp. 668.375.780

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 743.624.220
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DENNY GOKLAS ROMANOV
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 1000770
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. L3
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 18.000.000

1. MOTOR, HONDA VIJ02Q32LO A/T / SOLO Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.550.000

D. SURAT BERHARGA Rp. =2

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.086.000

F. HARTA LAINNYA Rp. a3

Sub Total Rp. 79.636.000

. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 79.636.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUSTINA RAHMI
2. Jabatan . KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
3. NHK . 265782
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/122 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , Rp. 88.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/16 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , Rp. 105.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 13.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

281.000.000

219.000.000

19.500.000

59.057
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 519.559.057

I1l. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 459.559.057
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : FITRIADI RAHMAN
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN
3. NHK : 930616
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , Rp. 570.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.

12.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.610.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 600.610.000
. HUTANG Rp. 92.064.357
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 508.545.643
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Oktober 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUHAMMAD. FAUZI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
3. NHK . 489384
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 211.700.000

1. MOBIL, TOYOTA RUZH Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
208.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.

3.700.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000
Sub Total Rp. 2.181.700.000
. HUTANG Rp. 38.276.266
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.143.423.734
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DARUSH MAYA DIANE
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK . 860428
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 136.500.000
1. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX (4X2) MT / MINIBUS Tahun 2013,
HADIAH Rp. 123.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UD110EE / SPD-MTR/SOLO Tahun 2013,
HADIAH Rp. 13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. =2

D. SURAT BERHARGA Rp. ——-

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2 285.816

F. HARTA LAINNYA Rp. ——

Sub Total Rp. 638.785.816

. HUTANG Rp. ——-

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 638.785.816
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Tidak Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA . KECAMATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : IRIADI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
3. NHK : 822418
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
SAMARINDA , Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 13.000.000
1. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. s
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 323.000.000
. HUTANG Rp. 254.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 69.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



